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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

j A

BUPATI TAKALAR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu
adanya perencanaan yang terpadu, menyeluruh, dan
partisipatif sebagai dokumen induk yang memberikan
arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, dunia
usaha dan masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan
lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJIPD dan RPJMN yang perlu dirumuskan dan
dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun
2017-2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Takalar Tahun 2017 - 2022.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan TLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3377);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros,
Sungguminasa dan Takalar;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

" Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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23

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009
Nomor 249);

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Takalar Tahun 2012-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Menetapkan

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017-2022



BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2

10.

11.

12,

13
14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Takalar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Takalar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya
disingkat BAPELITBANG adalah Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Takalar.

Kepala BAPELITBANG adalah Kepala BAPELITBANG Kabupaten
Takalar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten
Takalar untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai
dengan tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan
kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Takalar untuk periode 1
(satu) tahun;

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau disingkat Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Takalar untuk periode 5 (lima) tahun .

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Takalar.

Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Takalar.

Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran adalah pertanggungjawaban
Bupati Takalar kepada DPRD Kabupaten Takalar atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Takalar berdasarkan
tolok ukur RENSTRA (RPJMD) Bupati Takalar.

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan adalah pertanggungjawaban
Bupati Takalar kepada DPRD Kabupaten Takalar atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama masa jabatan Bupati Takalar berdasarkan
tolok ukur RENSTRA (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022.
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Visi Kabupaten Takalar adalah “Terwujudnya Kabupaten Takalar yang
Unggul, Sejahtera dan Bermartabat”

BAB II
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMD

Pasal 2

(1) Bapelitbang menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta
masukan dari SKPD, DPRD dan pemangku kepentingan.

(2) Bapelitbang menyusun rancangan RPJMD dengan mengambil bahan dari
rancangan Renstra SKPD.

(3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan,
klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

(4) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil musyawarah
perencanaan pembagunan.

Pasal 3
(1) Bupati mengkonsultasikan rancangan awal RPTMD kepada Gubernur.

(2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD
kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5
(lima) bulan setelah dilantik.

(3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan
setelah kepala daerah terpilih dilantik.

(4) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling
lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri
Dalam Negeri.

(5) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPIMD kepada
masyarakat.

BAB IiI
PELAKSANAAN
Pasal 4
(1) RPMD Kabupaten Takalar merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan
Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Kabupaten Takalar yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2017.
(2) RPIMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategi Perangkat
Daerah;

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

¢. instrument bagi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.




(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 6

SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bapelitbang dalam
menyusuan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 7

Bapelitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RPJMD yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan
daerah.

(2) Pengendalian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengendalian terhadap :
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

(1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
Bapelitbang untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan
oleh SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(2) Pengendalian oleh Bapelitbang meliputi pemantauan, supervisi dan
tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan
daerah.

(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target kinerja,
penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk
disampaikan kepada Bapelitbang.




(5) Kepala Bapelitbang melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana
pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-
langkah yang diperlukan

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 10

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi
terhadap:

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

¢. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

(1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbang
untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh SKPD
untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat
Daerah periode sebelumnya.

(2) Evaluasi oleh Bapelitbang sebagaimana di maksud pada ayat (1)
meliputi:

a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah ; dan

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala
SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mejadi
bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah periode
selanjutnya,

Pasal 12

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hingga pasal 11, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

Bupati memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.




BABV
PERUBAHAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Perubahan
Pasal 14
(1) Dalam hal tertentu rencana pembangunan daerah dapat diubah dengan

alasan :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan dan subtansi yang dirumuskan belum selesai dengan
mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
¢. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

(1) Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan perencanaan program
pembangunan jangka menengah yang dianggap tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada
Pemerintah Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data
dan informasi yang akurat dan disampaikan kepada Bupati melalui
Bapelitbang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian dan tindak
lanjut laporan dari masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 93 ju( 2018

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI
Diundangkan di Takalar
pada tanggal 27 Juts 2018
RAH KABUPATEN TAKALAR,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI
SULAWESI SELATAN ..MQMOR (998 it /2018



